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ABSTRAK

CATATAN

Bahwa untuk terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, teratur,
sistematis, akuntabel dan transparan perlu disusun pedoman dan acuan
pelaksanaannya; bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan
pengelolaan keuangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor
14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan
daerah meliputi ketentuan umum, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas
umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD,
pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan
daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD, kekayaan dan kewajiban,
pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, penyelesaian
kerugian daerah, serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Februari 2014.



Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan.
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